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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Mn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

NAMA PENGGUGAT, NIK. 3577036903900002, umur 34 tahun, agama Islam,

pekerjaan  xxx  xxxxx  xxxxxx,  pendidikan  SLTA,  tempat

kediaman  di  xxxxxxxxx  xxxx  xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  xxxxxxx  xxxxxx  xxxxxxx  KOTA

MADIUN, PROVINSI JAWA TIMUR; 

Penggugat;

Lawan

NAMA TERGUGAT,  NIK. 3577021210910001, umur 32 tahun, agama Islam,

pekerjaan  xxxxxxxx  xxxxxxx,  pendidikan  SLTA,  tempat

kediaman  di  xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxx

xxxxx  xxxxxxx  xxxxxxxxxx  xxxx  KOTA MADIUN,  PROVINSI

JAWA TIMUR;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Juli 2024 telah

mengajukan  gugatan  Cerai  Gugat  secara  elektronik  melalui  aplikasi  e-court

Pengadilan  Agama  xxxx  xxxxxx  yang  didaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan

Agama  xxxx  xxxxxx  Nomor  214/Pdt.G/2024/PA.Mn,  tanggal  08  Juli  2024,

dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:
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1. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2017, Penggugat dan Tergugat

telah  melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat

Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx,

berdasarkan  Kutipan  Akta  Nikah  dengan  Nomor  :  0315/22/VIII/2017,

tertanggal 31 Agustus 2017; 

2. Bahwa  sebelum  menikah  Penggugat  berstatus  Perawan  dan

Tergugat berstatus Jejaka; 

3. Bahwa  setelah  menikah,  Penggugat  dan  Tergugat  telah

berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di rumah kontrakan

yang berada di  Solo selama kurang lebih 6 tahun dan belum dikaruniai

anak; 

4. Bahwa sejak sekitar bulan Oktober 2017 keadaan rumah tangga

Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

a. Bahwa  Tergugat  sering  melakukan  Kekerasan  Dalam  Rumah

Tangga (KDRT) kepada Penggugat setiap kali bertengkar dalam bentuk

melakukan  pemukulan  fisik,  menampar,  membanting  barang-barang

Penggugat, mengatakan perkataan kotor kepada Penggugat; 

b. Bahwa Penggugat merasa kurang dengan nafkah yang diberikan

oleh Tergugat dimana Tergugat memberi nafkah Rp.1.000.000,00 (Satu

Juta Rupiah) dimana Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk

membayar kontrakan dan sisanya untuk keperluan rumah tangga dan

itu sangat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga; 

c. Bahwa  Sikap  kurang  perhatian  dan  cuek  kepada  Penggugat

dimana  Tergugat  tidak  pernah  membantu  pekerjaan  rumah  tangga

semua dilimpahkan kepada Penggugat. Jika Penggugat meminta tolong

untuk membantu pekerjaan rumah tangga Tergugat selalu marah; 

5. Bahwa puncaknya, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara

Penggugat dan Tergugat pada Maret 2023 antara Penggugat dan Tergugat

dengan  masalah  yang  sama,  yang  kemudian  mengakibatkan  Tergugat

akhirnya pergi ke rumah orang tuanya tanpa seizin Penggugat; 

6. Bahwa pada Maret  2023 selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan

antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang mana
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dalam pisah rumah tersebut saat ini  Penggugat bertempat tinggal rumah

orang tua Penggugat di Jalan xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx

xxx  xxx  xxx  xxx  xxxxxxxxx  xxxxxxx,  xxxxxxxxx  xxxxx,  xxxx  xxxxxx

sedangkan  Tergugat  bertempat  tinggal  di  rumah  orang  tua  Tergugat  di

xxxxx  xxxxxxxx  xxxxx,  xx  xxx  xx  xxx,  xxxxxxxxx  xxxxxxx,  xxxxxxxxx

xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx; 

7. Bahwa sejak 4 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat

sudah tidak terlaksana hubungan selayaknya suami dan istri; 

8. Bahwa  pihak  keluarga  telah  berusaha  memberi  nasehat,  akan

tetapi  tidak berhasil  karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai

karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan

kehidupan rumah tangga; 

9. Bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  di  atas,  telah  cukup  alasan  bagi

Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat

mohon kepada  Ketua Pengadilan  Agama xxxx xxxxxx  kiranya  berkenan

menerima dan memeriksa perkara ini; 

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam

perkara ini; 

Berdasarkan alasan/dalil-dalil  diatas,  maka Penggugat  mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya; 

2. Menjatuhkan talak  satu  ba'in  shughraTergugat  (TERGUGAT)  terhadap

Penggugat (PENGGUGAT); 

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; 

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono); 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang

menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
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muka  sidang  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai

wakil/kuasa  hukumnya  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

menurut relaas Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Mn tanggal 10 Juli 2024 dan 17 Juli

2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak

datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati  Penggugat agar berpikir  untuk

tidak  bercerai  dengan  Tergugat,  tetapi  Penggugat  tetap  pada  dalil-dalil

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  gugatan

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatan  Penggugat  telah

mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA

PENGGUGAT  Nomor  3577036903900002  yang  dikeluarkan  oleh

Kantor Pemerintah xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai

cukup,  dinazegelen  pos  dan  telah  dicocokkan  dengan  aslinya  yang

ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1; 

2. Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor

0315/22/VIII/2017  Tanggal  31  Agustus  2017,  yang  dikeluarkan  oleh

Kantor  Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx,  xxxx xxxxxx,  xxxxxxxx xxxx

xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen

pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata  sesuai,  lalu

oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2; 

B. Saksi :

1. SAKSI 1, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan

xxxxxxxx xxxxxx,  bertempat  tinggal  di  xxxxx  xxxxxxxxxxxx xxx  xx  x,

xxxx  xxxxxx,  xxx  xxx  xxx  xxx,  xxxxxxxxx  xxxxxxx,  xxxxxxxxx  xxxxx,

xxxx  xxxxxx,  di  bawah sumpahnya  memberikan  keterangan  sebagai

berikut:

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Mn

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat

dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung

Penggugat; 

- Bahwa,  saksi  mengetahui  Penggugat  dan

Tergugat menikah pada tanggal  31 Agustus 2017 dan tercatat di

Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx

xxxx xxxxx; 

- Bahwa  setelah  menikah  Pengugat  dan

Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Solo lalu pindah ke

rumah kontrakan di Madiun;

- Bahwa, saksi  mengetahui  antara Penggugat

dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa,  saksi  mengetahui  keadaan  rumah

tangga  Penggugat  dan  Tergugat  pada  awalnya  rukun  dan

harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak akhir tahun 2023 sudah

tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran; 

- Bahwa,  saksi  tidak  pernah  melihat  dan

mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tapi

mengetahui dari pengaduan Penggugat;

- Bahwa,  saksi  mengetahui  yang  menjadi

penyebab  ketidak  harmonisan  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat disebabkan adanya KDRT Saksi mengetahuinya karena

saat  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  di  Solo,  Penggugat

menunjukkan kepada Saksi foto luka lebam bekas KDRT Tergugat

kepada  Penggugat,  selanjutnya  ada  masalah  terkait  ekonomi,

Tergugat jarang bekerja sehingga jarang memberi nafkah kepada

Penggugat; 

- Bahwa, saksi  mengetahui  antara Penggugat

dan  Tergugat  sudah  pisah  rumah  sejak  Januari  2024  sampai

dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi; 
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- Bahwa,  baik  saksi  maupun  pihak  keluarga

sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi

tidak berhasil; 

- Bahwa  sejak  berpisah  tersebut  sampai

dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi

menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri; 

- Bahwa,  saksi  melihat  rumah  tangga

Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan,

sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi; 

2. SAKSI 2, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan

xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MADIUN, di bawah sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan

memiliki  hubungan  dengan  Penggugat  sebagai  adik  kandung

Penggugat; 

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah

suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 31 Agustus 2017

dan  tercatat  di  Kantor  Urusan  Agama  xxxxxxxxx  xxxxx,  xxxx

xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx; 

- Bahwa  setelah  menikah  Pengugat  dan  Tergugat  tingga

bersama  di  rumah  kontrakan  di  Solo  lalu  pindah  ke  rumah

kontrakan di Madiun;

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan

Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa,  saksi  mengetahui  rumah tangga  Penggugat  dan

Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran sejak akhir tahun 2023 yang mengakibatkan antara

Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan

yang lalu  sampai  dengan sekarang dan selama berpisah antara

Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi; 
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- Bahwa,  saksi  tidak  pernah  melihat  dan  mendengar

langsung  pertengkaran  Penggugat  dengan  Tergugat,  tapi

mengetahui dari pengaduan Penggugat;

- Bahwa,  saksi  mengetahui  perselishan  dan  pertengkaran

Penggugat  dan  Tergugat  disebabkan  karena  masalah  ekonomi,

Tergugat  malas bekerja  sehingga kurang dalam memberi  nafkah

kepada  Penggugat  bahkan  uang  untuk  membayar  kontrakan

ditanggung oleh Penggugat dari hasil kerja Penggugat dan masalah

Tergugat yang sering keluar rumah tanpa pamit; 

- Bahwa,  pihak  keluarga  sudah  ada  upaya  mendamaikan

dan  merukunkan  Penggugat  dan  Tergugat  akan  tetapi  tidak

berhasil; 

- Bahwa sejak berpisah tersebut  sampai  dengan sekarang

antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  lagi  menjalankan

kewajiban sebagaimana layaknya suami istri; 

- Bahwa,  saksi  sudah  tidak  sanggup  lagi  merukunkan

Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah

tidak ada harapan dapat bersatu lagi; 

Bahwa  Penggugat  telah  menyampaikan  kesimpulan  yang  pada

pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan

Penggugat; 

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara  a quo didaftarkan oleh Penggugat secara

elektronik  melalui  e-court sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  8  Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tentang Administasi Perkara

dan Persidangan Secara Elektronik;
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Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi

dan patut,  tidak datang menghadap di  muka sidang dan pula tidak ternyata

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  yang  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan

tersebut harus diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat

dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum

Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal

mungkin  menasehati  Penggugat  untuk  bersabar  agar  bisa  membina  rumah

tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu

perkara ini harus segera diputuskan; 

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat  tidak  pernah  datang

menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  maka  sesuai

Pasal  4  angka (2)  huruf  b  Peraturan Mahkamah Agung Republik  Indonesia

Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan,  perkara  ini

termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu

putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

berdasarkan  hukum  dan  beralasan,  oleh  karena  itu  majelis  membebani

Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatannya,

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang,  bahwa  bukti  P.1  dan  P.2  merupakan  akta  otentik,  telah

bermeterai cukup,  bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut

menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan

dengan  ketentuan  Pasal  3  ayat  (1)  huruf  b  dan  Pasal  5  Undang-Undang
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Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 165

HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai

kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  dan  mengikat  (volledig  en  bindende

bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa

Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxx xxxxxx,

maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana

telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  perubahan

kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama xxxx

xxxxxx berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah

terbukti  menurut  hukum bahwa Penggugat  dan Tergugat  telah  terikat  dalam

perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 31 Agustus 2017; 

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat

sebagai  suami  istri  yang  sah,  maka  Penggugat  sebagai  persona  standi  in

judicio memiliki  legal standing  sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai

pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa  sesuai  dengan  Pasal  22  ayat  (2)  Peraturan

Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  Majelis  Hakim  perlu  mendapatkan

keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat  dengan suami

isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan

Tergugat; 

Menimbang,  bahwa  2  (dua) saksi  Penggugat,  adalah  keluarga  atau

orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.  Pasal  134 Kompilasi  Hukum

Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat

formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang,  bahwa  keterangan  2  (dua)  saksi  Penggugat  mengenai

hubungan  Penggugat  dan  Tergugat  serta  mengenai  keadaan  rumah tangga

Penggugat  dan  Tergugat,  adalah  fakta  yang  tidak  pernah  dilihat  maupun

didengar  langsung  melainkan  dari  pengaduan  Penggugat  (testimonium  de
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auditu) namun relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh

karena itu keterangan saksi tersebut dipertimbangkan lebih lanjut oleh majelis

hakim sebagai berikut:

Menimbang,  berdasarkan Yurisprudensi  MA RI Nomor 299.K/AG/2003

tanggal  8  Juni  2005,  khusus  dalam  perkara  perceraian  yang  disebabkan

adanya  pertengkaran  atau  perselisihan  terus  menerus  yang  tidak  bisa

diselesaikan oleh para pihak itu sendiri  atau  syiqaq,  dan selama saksi-saksi

mengetahui  akibat  dari  perselisihan  dalam  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat dan  keterangan  2  (dua)  saksi  Penggugat  bersesuaian  dan  cocok

antara satu dengan yang lain, maka terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh

Penggugat  sebagai  alat  bukti  dalam perkara  a  quo,  keterangan  saksi-saksi

tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat

bukti;

Menimbang,  bahwa keterangan 2 (dua)  saksi  Penggugat  bersesuaian

dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang

saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  alat  bukti  yang  diajukan  Penggugat,

terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  merupakan  pasangan

suami istri yang menikah sejak pada tanggal 31 Agustus 2017 dan tercatat

di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx;

2. Bahwa sejak  akhir  tahun  2023  antara  Penggugat  dan

Tergugat  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  disebabkan

Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga karena malas

bekerja serta jarang memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;

3. Bahwa  akibat  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut

antara  Penggugat  dan  Tergugat sudah pisah rumah sejak  Januari  2024

yang  lalu  hingga  sekarang  dan  selama itu  pula  keduanya  tidak  pernah

berkumpul  lagi  dan  tidak  melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  masing-

masing sebagaimana layaknya suami isteri;

4. Bahwa,  baik  majelis  hakim  dalam persidangan,  maupun

pihak  keluarga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  berusaha  menasehati
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Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga

untuk  merukunkan  Penggugat  dan  Tergugat,  akan  tetapi  tidak  berhasil,

karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  fakta-fakta  kejadian  tersebut  di  atas

dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan

hidup rukun lagi dalam rumah tangga; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  di  atas,  maka  Majelis

Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat  dan Tergugat  benar-

benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan

dan  pertengkaran  terus  menerus  yang  sudah  tidak  mungkin  lagi  untuk

dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga

yang  demikian  tidak  sejalan  dengan  maksud  dan  tujuan  perkawinan

sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Islam  yang  terkandung  dalam Kitab  Fikih  Sunah  Juz  II  halaman  290  yang

diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

Artinya : “Bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku

selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga

hal  tersebut  dapat  menghalangi  keberlangsungan  hubungan  suami

istri antara mereka berdua”;

Menimbang,  bahwa  meskipun  saksi  2  (dua)  Penggugat  tidak  yang

pernah  melihat  maupun  mendengar  secara  langsung  pertengkaran  antara

Penggugat dengan Tergugat, namun kedua orang saksi mengetahui penyebab

ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat, yaitu karena masalah ekonomi

dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tingggal sudah sejak

bulan Januari 2024 atau 6 (enam) bulan yang lalu. Maka Majelis Hakim patut
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mempersangkakan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak

harmonis lagi karena sebab-sebab tersebut di atas. Selain itu selama proses

persidangan Penggugat selalu menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai

serta  tidak  ada  kemauan untuk  mempertahankan  rumah tangga  dan  upaya

penasihatan  serta  perdamaian  oleh  Majelis  Hakim  kepada  Penggugat  tidak

berhasil.  Karenanya  berdasarkan  persangkaan  tersebut  harus  dinyatakan

terbukti  perkawinan antara Penggugat  dan Tergugat telah pecah dan rumah

tangga  mereka  tidak  mungkin  dapat  dipertahankan  lagi  (broken  marriage),

tanpa memandang pihak mana yang salah, oleh sebab itu perceraian lebih baik

di antara mereka;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  sebagaimana  telah

dipertimbangkan  di  atas  yang  menjadi  penyebab  terjadi  perceraian  antara

Penggugat  dengan  Tergugat  adalah  karena  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran  yang  terus  menerus  yang  mengakibatkan  pisah  rumah  sejak

bulan Januari 2024 atau 6 (enam) bulan, sehingga telah sejalan dengan alasan

untuk  mengabulkan  perceraian  sebagaimana  diatur  dalam  Surat  Edaran

Mahkamah Agung  Nomor  3  Tahun  2023,  yaitu  “Perkara  perceraian  dengan

alasan  perselisihan  dan  pertengkaran  terus  menerus  dapat  dikabulkan  jika

terbukti  suami istri  terjadi  perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan

telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan

fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.”;

Menimbang,  bahwa fakta  hukum tersebut  telah  juga memenuhi  salah

satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  jo.  Pasal  19  huruf  f  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas  dan  Penggugat  belum  pernah  dijatuhi  talak,  maka  petitum  gugatan

Penggugat  agar  Pengadilan  menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat

terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta

memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu

patut dikabulkan; 
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Menimbang,  bahwa karena perkara  a quo  masuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal  89 ayat  (1)  Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang  Peradilan  Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Tahun 2009,  biaya  perkara  harus  dibebankan  kepada  Penggugat;

Mengingat  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (TERGUGAT)  terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan  biaya  perkara  kepada  Penggugat  sejumlah

Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari

Selasa tanggal 23 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharam

1446 Hijriah, oleh  Syahrul Mubaroq, S.H. sebagai  Ketua Majelis,  Nova Sri

Wahyuning Tyas, S.H.I., M.H. dan Fiki Inayah, S.H.I. sebagai Hakim Anggota,

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah

melalui  Sistem Informasi Pengadilan (e-court)  pada hari  itu juga, oleh Ketua

Majelis  tersebut  dengan  didampingi  oleh  Hakim  Anggota  yang  sama  dan

dibantu oleh  Sigit Apriluberta, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri

oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrul Mubaroq, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Fiki Inayah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sigit Apriluberta, S.H

Perincian Biaya:
1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat
dan Tergugat : Rp20.000,00
c. Redaksi :

Rp10.000,00
2. Biaya Proses : Rp100.000,00
3. Panggilan : Rp40.000,00
4. Biaya Sumpah : Rp100.000,00
5. Meterai                                                             :     Rp10.000,00  

Jumlah : Rp310.000,00
(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)
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